
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL 

 

NOMOR  171 / 16/ 2016 
 

 TENTANG 
 

PERSETUJUAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA(KUA-PPAS) 

KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017 

 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal  85 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, maka 

memperhatikan Surat Walikota Tegal tanggal 24 Juni 
2016 Nomor 900/192.19 perihal Permohonan 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal 
perlu persetujuan terhadap Pembahasan Kebijakan 
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara dimaksud; 
    

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal; 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 
    

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat; 
    

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
    

4. Undang-Undang . . . 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
    

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Pimpinan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2014 
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5650); 
    

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
    
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3321); 
    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4713); 
    
   10. Peraturan . . . 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5104); 
    

  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

    
  12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

    
  13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota 
Tegal Tahun 2014 Nomor 5); 

    
  14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tegal 
Tahun 2014 Nomor 18). 

    
  15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal Tahun 2016; 

    
  16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Persetujuan Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015; 
    

  17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal 
Nomor 10 Tahun 2016tentang Persetujuan Penetapan  
Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 201 

menjadi Peraturan Daerah. 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  

   
KESATU . . . 
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KESATU : Menyetujui Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Tegal 
Tahun Anggaran 2017. 

   
KEDUA : Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Tegal Tahun Anggaran 
2017sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

Keputusan ini dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. 

   

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Tegal. 
   

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal 7 Nopember 2016 
 

 
 
 

 
 
 

 


